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Seiring dengan perkembangan zaman, karya seni yang dianggap sebagai suatu karya yang
diciptakan berdasarkan hasil ide atau gagasan dari para seniman yang menjadi indah dilihat
dan dinikmati oleh para khalayak yang melihatnya. Namun, saat ini banyaknya faktor yang
membuat karya seni menjadi perdebatan yang sangat dalam, ketika karya seni tersebut di-
anggap sebagai karya seni yang mengandung unsur pornografi.

Perdebatan yang muncul semenjak rancangan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Ten-
tang Pornografi diwacanakan sampai akhirnya diundangkan. Maka, timbullah konsekuensi
yang semakin nyata, yang digunakan sebagai dasar untuk menyatakan apakah aktivitas
masyarakat telah memenuhi unsur pornografi, serta apa aktivitas tersebut melanggar UU
Pornografi. Polemik penafsiran terhadap pornografi memang sangat hangat, dan timbul pan-
dangan pro dan kontra terhadap rumusan dan makna dari pornografi tersebut. Sedangkan,
hak kebebasan berekspresi dari seniman adalah contoh hak asasi manusia yang dimiliki se-
tiap individu, yang dimana setiap individu untuk menyalurkan pendapat, ide dan gagasan
melalui kebebasan itu. Hak kebebasan berekspresi diatur di dalam Undang-Undang Dasar
1945 Pasal 28] (1) dan (2) dan pembatasan hak asasi manusia di Pasal 70 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berkaitan dengan hal ini, sesungguhnya seni bukan alasan yang sesuai untuk mengesahkan
kehadiran pornografi. Bebas mengekspresikan ide atau gagasan boleh saja, asalkan tetap

menjaga batasan-batasan yang ditentukan oleh UU Pornografi.
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BAB 1

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar
bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui
berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat
kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyara-
kat.!

Definisi dari kata “pornografi” dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
Tentang Pornografi (selanjutnya disingkat UU Pornografi) ini ditanggapi sebagai hal
yang dapat diperdebatkan oleh masyarakat, karena apa yang disebut sebagai pornografi
masih bersifat debatable (dapat dibantah atau belum pasti), sangat terbuka untuk diba-
has dalam berbagai perspektif keilmuan, khususnya budaya (dalam pengertian etika
dan moral), menyebabkan pernyataan undang-undang ini tidak mudah dipahami oleh
berbagai kalangan.

Djubaedah menyatakan pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang berdam-
pak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang
telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai “pelaku sebagai

korban”. Oleh karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan

! Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.



pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena pada Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) telah atau melarang pornografi maupun
pornoaksi dan telah menentukan hukumannya.?

Banyak perdebatan yang muncul semenjak rancangan UU Pornografi di-
wacanakan sampai akhirnya diundangkan. Dengan lahirnya UU Pornografi, maka tim-
bullah konsekuensi yang semakin nyata, yang digunakan sebagai dasar untuk menya-
takan apakah aktivitas masyarakat telah memenuhi unsur pornografi, serta apakah ak-
tivitas tersebut melanggar UU Pornografi, seperti membenarkan karya seni rupa yang
akan dipamerkan pada suatu ajang pameran, atau membatalkan rencana pameran atau
pertunjukan panggung kesenian.

Polemik penafsiran terhadap pornografi dan pornoaksi, ketika isu dan rancangan
UU Pornografi itu disiapkan, memang demikian hangat. Timbul pandangan yang pro
dan kontra terhadap rumusan istilah dan makna dari pornografi dan pornoaksi tersebut.

Zulkifli menyatakan, secara umum masyarakat memahami bagian tubuh yang
menimbulkan rangsangan seksual, yang hanya boleh dibuka di ruang pribadi atau di
tempat yang hanya ada kawan sejenis. Namun dalam kenyataannya, banyak tempat
yang dilegalkan dan sudah dianggap biasa bagi masyarakat dan khalayak umum untuk

membuka dan memperlihatkan sebagian besar dari bagian tubuh.?

2 Neng Djubaedah, Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. Jakarta: Sinar Grafika, 2011,
hlm. 3.

3 Zulkifli, Pornografi dalam Ekspresi dan Apresiasi Seni Rupa. Medan: Fakultas Bahasa dan Seni Uni-
versitas Negeri Medan, 2016.



Selain itu, dikatakan Firdaus Syam, persoalan pelarangan dan pembatasan masa-
lah pornografi dan pornoaksi pemaknaannya dikaitkan dengan masalah kebebasan dan
HAM. Hal ini yang menyebabkan semangat dilahirkannya undang-undang itu telah
mengalami “kesalahpahaman” dari maksud dan tujuan dimunculkannya perundangan
tersebut.?

Reaksi dari wacana mengenai rancangan undang-undang anti pornografi dan por-
noaksi memang mendapatkan penentangan keras dari sejumlah kelompok ma- syarakat
daerah, seperti Bali, Sulawesi Utara, dan Papua. Ada kesan bahwa rasa persatuan dan
kesatuan bangsa agak terusik, meskipun secara mayoritas dari wilayah di Tanah Air
tidak mempersoalkan hal tersebut, bahkan memberi dukungannya. Bagi kelompok
masyarakat yang menolak, didasarkan alasan karena adanya rasa takut apabila kebia-
saan-kebiasaan yang mereka lakukan sebagai tradisi yang sudah turun-temurun akan
dikriminalisasi berdasarkan UU Pornografi. Misalnya, bagi masyarakat perempuan
Bali yang di daerahnya sudah menjadi tradisi untuk terbiasa telanjang dada. Dengan
kebiasaan itu, masih terlihat bagian-bagian tubuh yang dianggap tabu untuk diperlihat-
kan atau dipertontonkan kepada umum.’

Dari kalangan komunitas masyarakat, mereka yang menentang adanya UU Por-
nografi karena beranggapan dengan diberlakukan undang-undang itu akan “me-

masung” kreativitas para seniman, disebabkan oleh kekhawatiran dalam perspektif seni

4 Firdaus Syam, Analisis dan Evaluasi UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornogafi. Jakarta: Kemen-
terian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010, hlm. 2.
3 Ibid, him. 5.



budaya dan kebebasan berkreasi. Demikian pula di kalangan sebagian komunitas seni,
mereka menolak karena hal itu akan ”memasung” kreativitas kebebasan seni.®

Hak kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimil-
iki setiap individu. Secara umum, hak merupakan segala sesuatu yang seharusnya men-
jadi bagian setiap orang. Istilah kebebasan dari segi etimologi merupakan kata sifat
yang berasal dari kata “bebas”, yang dimiliki arti merdeka, tidak terkendali. Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bebas” mempunyai arti lepas sama sekali, dalam
arti tidak terhalang, tidak terganggu, sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat.” Kata
kebebasan tidak dapat dipastikan artinya, kebebasan menggambarkan kondisi
seseorang yang tidak terikat pada sesuatu dan dapat berbuat bebas atau berkehendak
bebas.

Pranoto Iskandar menyatakan kebebasan itu adalah hadirnya pilihan, bukan tin-
dakan. Dalam kebebasan positif, isu utamanya adalah kemampuan mengambil kesem-
patan yang pada gilirannya menjadikan mampu untuk mengontrol hidupnya sendiri.®

Kebebasan berekspresi merupakan hak setiap individu untuk menyalurkan pen-
dapat, menerima, menyalurkan dengan cara yang menurutnya benar. Kebebasan berek-

spresi juga dilihat sebagai kunci dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia

dan penting sebagai alat untuk mendorong tingkat kreativitas individu.’

® Ibid, hlm. 9.

7 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

8 Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual. Cianjur: IMR Press,
2010, hlm. 40-41.

? http://docs.perpustakaan-elsam.or.id/kbe/files/kbe _pres arti hak atas informasi.pdf tentang
Kebebasan Berekspresi: Apa Arti Pentingnya? , diakses pada 19 September 2017.


http://docs.perpustakaan-elsam.or.id/kbe/files/kbe_pres_arti_hak_atas_informasi.pdf

Pada kenyataannya, hak kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia
yang bersifat derogable right atau hak asasi manusia yang dapat dibatasi. Ini berarti
bahwa pelaksanaan hak tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan hak kebeba-
san orang lain (menghormati hak orang lain), tidak mengganggu keamanan nasional
atau ketertiban umum. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur pembatasan
hak asasi individu yang dituangkan dalam pasal 28] (1) dan (2):

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum da-
lam suatu masyarakat demokratis.

Pembatasan hak asasi manusia juga diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi:
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang dengan maksud men-
jamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
kemanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Pembatasan hak asasi manusia tersebut dapat diartikan bahwa tidak ada kebeba-
san yang mutlak, suatu pembatasan dinyatakan tidak sah atau merupakan pelanggaran
jika pembatasan tersebut dilakukan tidak berdasarkan pada syarat-syarat yang diper-
bolehkan oleh undang-undang. Di samping itu, pembatasan atau pengecualian terhadap

hak kebebasan berekspresi hanya dapat dilakukan dengan alasan yang sah melalui

persetujuan (consent) dan berdasarkan atas hukum.



Diyakini Emmanuel Subangun, pornografi semakin sulit dibatasi ketika kebeba-
san yang berkaitan dengan memperlihatkan bagian tubuh ini diekplorasi sebagai bagian
dari ekspresi seni. Atas nama kebebasan berekspresi, seniman ingin bebas berkarya.
Sebagaimana dijelaskan secara umum, posmodernisme dalam seni merupakan sebuah
konsep yang meragukan berbagai kepastian yang diakui dalam masyarakat kesenian.
Dengan pengertian lain, posmodernisme membuka berbagai kemungkinan yang
semula dianggap tidak masuk akal, mustahil atau tabu, dan merupakan pejuang
keterbukaan yang radikal.!

Penggambaran erotisme dalam seni lukis Bali malah lebih dahsyat dibandingkan
seni lainnya. Secara tradisional, Bali telah memiliki proses penciptaan seni yang terkait
dengan siswam (kesucian), satyam (kebenaran), dan sundaram (keindahan). Penciptaan
seni terjadi oleh adanya proses cipta, karsa, dan rasa. Penciptaan dalam bidang seni
mengandung pengertian yang terpadu antara kreativitas, penemuan, dan inovasi yang
dipengaruhi oleh rasa. Namun demikian, logika dan daya nalar mengimbangi rasa dari
waktu ke waktu dalam kadar cukup tinggi. Rasa muncul karena kehendak naluri yang
bersifat individu atau kolektif, bergantung pada lingkungan serta budaya setempat.

Kebanyakan seniman di Bali menganggap UU Pornografi akan membatasi krea-
tivitas mereka dan membuat angka pengangguran semakin tinggi. Banyak pasal di UU

Pornografi yang bertolak belakang dengan adat di Bali. Jika pergi ke Pulau Bali, maka

19 Emmanuel Subangun, Syuga Derrida, Jejak Langkah Posmodernisme di Indonesia, Y ogyakarta: CRI
Alocita, 1994, him. 80.



dapat secara mudah melihat hasil seni dari seniman Bali yang berbau pornografi, sep-
erti contohnya lukisan orang telanjang. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 4 ayat (1)

UU Pornografi yang menyatakan:

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, meng-
gandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, mena-
warkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi
vang secara eksplisit memuat:

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang,

b. kekerasan seksual;

c. masturbasi atau onani;

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

e. alat kelamin, atau

f. pornografi anak.

Dalam praktek yang terjadi, UU Pornografi dikesampingkan oleh hukum adat
Bali, padahal UU Pornografi di kota-kota besar Indonesia, seperti di Yogyakarta, tetap
ditegakkan. Sesungguhnya, seni bukan alasan yang sesuai untuk mengesahkan ke-
hadiran pornografi. Maksudnya, suatu produk lukisan telanjang itu dikategorikan porno
atau tidak, tidak bisa diukur dengan kriteria kesenian, karena menyangkut masalah
etika.!!

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian tentang:

“KEBEBASAN BEREKSPRESI TERKAIT DENGAN KARYA SENI

YANG MENGGAMBARKAN PORNOGRAFI”

1 Cholis, ST., Antara Seni Citra Rasa Ketelanjangan. Special Gallery, 2001.



I.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah seperti telah dipaparkan, maka dapat diru-
muskan masalah sebagai berikut:
1. Apakah yang menjadi batasan-batasan suatu karya seni, sehingga dapat dikategori-
kan sebagai karya seni yang mengandung pornografi menurut UU Pornografi?
2. Bagaimana implikasi peraturan tentang larangan dan pembatasan di dalam UU
Pornografi di Indonesia terhadap hak kebebasan berekspresi seniman sebagai hak

asasi manusia?

I.3. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar memiliki arahan dan pe-
doman yang pasti. Tujuan penelitian pada prinsipnya mengungkapkan apa yang hendak
dicapai oleh peneliti sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah;

1.  Untuk mengetahui UU Pornografi mengatur tentang pornografi serta penerapan
hukum bagi pelaku seni yang menghasilkan karya seni mengandung unsur porno-
grafi.

2. Untuk menganalisis pembatasan kebebasan berekspresi pelaku seni di dalam UU
Pornografi.

I.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoretis



Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan bidang ilmu hukum pada
umumnya serta hukum hak asasi manusia dan konvensi kebebasan berekspresi sen-
iman pada khususnya.
2. Kegunaan Praktis
a) Memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak-pihak bersangkutan dan yang
terlibat dalam masalah ini sehubungan dengan hak kebebasan berekspresi
seniman dalam berkarya.
b) Memberikan sebuah informasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya
perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berekspresi para seniman.
I.5. Metode Penelitian
Dalam penulisan hukum ini, akan digunakan Metode Penelitian Yuridis Nor-
matif dengan jenis penelitian Studi Kepustakaan. Metode Penelitian Yuridis Normatif
atau sering disebut sebagai Metode Penelitian Yuridis Dogmatis adalah metode
penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder

belaka .

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang
da-lam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder . Di dalam bab 2 dan bab
3 skripsi ini, akan dilakukan penelusuran teori dan asas serta peraturan perundang-un-
dangan, maka metode yuridis normatif sangat diperlukan dengan pendekatan pe-run-

dang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah semua perundang-undangan,
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baik itu legislasi maupun regulasi yang memiliki keterkaitan dengan rumu-san masa-
lah dalam penelitian ini, dengan pendekatan konsep yang dilakukan apabila dalam
peraturan perundang-undangan hanya memberikan makna yang bersifat umum, se-
hingga perlu untuk membangun konsep yang digunakan sebagai acuan dalam
penelitian. Pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip

hukum yang dapat ditemukan dalam konsep-konsep doktrin hukum.

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah studi
kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara menelusuri dan
menganalisis bahan pustaka, yaitu dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan
pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, seperti buku yang berkaitan
dengan hal-hal yang sedang diteliti, serta ditambah dengan ketentuan-ketentuan
terkait permasalahan yang akan diteliti. Meskipun teknik pengumpulan data adalah
dengan studi kepustakaan, namun seperti yang telah disebutkan bahwa pengumpulan
data juga juga wawancara sebagai pelengkap data dengan mewawancari para seniman

di Bali.

Bahan hukum primer, sekunder dan tertier dalam penelitian ini, adalah :

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupa-
kan landasan utama untuk dipakai dalam penelitian ini, yaitu , Undang-Undang No-

mor 42 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Ten-
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tang Hak Asasi Manusia, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia secara lebih

dalam mengatur mengenai kebebasan berekpresi.

b) Identifikasi norma-norma hukum yang terkait dengan perlindungan kebebasan
menyatakan pendapat seseorang dihubungkan dengan perlindungan kebebasan berek-

spresi melalui seni lukis.

C) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah berbagai bu-ku
yang berhubungan dengn hukum hak asasi manusia, dan buku yang berhub-ungan

dengan hukum pornografi, serta berbagai literature yang berkaitan.

d) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk mau-

pun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

I.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan penelitian hukum ini,
yaitu;

Studi dokumen, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat
kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoretis dan untuk
memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah resmi

yang ada.
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Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak
yang terkait dengan objek penelitian.
Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian ini, adalah:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan
landasan utama untuk dipakai dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor
44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia secara lebih da-
lam mengatur mengenai kebebasan berekpresi.

b) Identifikasi norma-norma hukum yang terkait dengan perlindungan kebebasan
menyatakan pendapat seseorang dihubungkan dengan perlindungan kebebasan
berekspresi melalui seni lukis.

¢) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah berbagai buku yang
berhubungan dengan hukum hak asasi manusia, buku yang berhubungan dengan
hukum pornografi, serta berbagai literatur yang berkaitan.

d) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun pen-

jelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

I.7. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan penelitian dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Pem-

bagian tersebut bertujuan agar lebih sistematis dan mudah dalam memahami setiap
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pembahasan. Tiap-tiap bab terdiri atas beberapa sub-bab yang menjelaskan komponen-
komponen dari permasalahan.

Bab I: Bab ini merupakan bab pendahuluan. Di dalamnya dipaparkan latar
belakang permasalahan yang akan dibahas. Bab ini akan dirinci menjadi sub-bab, yang
meliputi identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode
penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II: Dalam bab ini akan diuraikan mengenai apa pengertian pornografi, se-
jarah dan perkembangan pornografi, apa saja yang termasuk dalam kategori/batasan
pornografi sebagai bagian dari pornografi, lalu apa pengaturan yang terkait dengan
pornografi.

Bab III: Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hak asasi manusia yang terkait
dengan kebebasan berekspresi. Memaparkan sejarah kebebasan berekspresi;
pengertian hak kebebasan berekspresi, baik secara umum maupun khusus pada bidang
kesenian; karya-karya pada umumnya, ciri dan semangat yang mendasari karya sen-
iman, jaminan terhadap hak kebebasan berekspresi.

Bab IV: Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil karya seniman sebagai wujud
kebebasan berekspresi, pengaturan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia sen-
iman terkait penerapan UU Pornografi, dan penerapan UU Pornografi terhadap lukisan
yang menggambarkan pornografi.

Bab V: Dalam bab ini akan dikemukakan sebuah kesimpulan dan saran dari

seluruh pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
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